PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 23 TAHUN 1960 (23/ 1960)

TENTANG
RAHASI A BANK

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang

a. bahwa kepentingan penbiayaan usaha-usaha penbangunan perlu
di usahakan agar uang kelebihan yang ada dalam nasyarakat
sebanyak nmungkin dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan
produkti f;

b. bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik bagi
per kenbangan perbankan yang sehat di mana bank-bank nendapat
kesenpat an untuk nenjal ankan tugasnya sebagai organisasi | al u-
i ntas uang dan nodal dengan sebai k- bai knya;

C. bahwa berhubung dengan itu perlu di adakan ketentuan-ketentuan
nmengenai rahasi a bank;

d. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

1. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 10 tahun
1960;

Mendengar

Miusyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 3 Mei 1960;

Menut uskan:

Menet apkan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang Rahasi a Bank.

Pasal 1.
Dengan bank di naksudkan badan-badan kredit yang diatur dal am
Peraturan Penerintah Nonmor 1 tahun 1955 (Lenbar an- Negara 1955 Nonor
2, Tanbahan Lenbaran-Negara Nonor 746) tentang pengawasan terhadap
urusan kredit.

Pasal 2.
Bank tidak bol en nenberi kan keterangan- keterangan tentang keadaan
keuangan | angganannya yang tercatat padanya dan hal -hal lain yang

harus dirahasiakan oleh bank nenurut. kelaziman dalam dunia
per bankan, kecuali dal am hal yang ditentukan pada pasal 3 Peraturan



ini.
Pasal 3.

(1) Menteri Keuangan atas permntaan tertulis dari Kepala Jawatan
Paj ak berwenang wuntuk nenerintahkan kepada bank, supaya
nmenberi kan ket er angan- ket erangan dan nenper | i hat kan buku- buku,
bukti-bukti tertulis atau surat-surat kepada pejabat pajak
sebagai di maksud dal am pasal 22 Odonnansi Pajak Pendapat an
1944, pasal 54a Odonansi Pajak Kekayaan 1932, pasal 43a
O donansi  Paj ak Perseroan 1925 dan pasal 16 Peraturan Pajak
D vi den 1959.

Permntaan tertulis tersebut diatas harus nenyebutkan waji b pajak
yang di kehendaki ket er angannya.

(2) Untuk kepentingan peradil an dal am perkara tindak pidana Menteri
Pertama dapat nenberi izin kepada Jaksa/Haki m untuk mem nta
pada Bank ket er angan t ent ang keadaan keuangan
t er sangka/ t er dakwa.

lzin itu diberikan secara tertulis atas perm ntaan Jaksa Agung
apabi |l a yang nenerl ukan keterangan adal ah Jaksa dan at as
permntaan Ketua Mhkamah Agung apabila Hakim yang
mener | ukan ket er angan- ket erangan itu.

Apabi |l a yang nenerl ukan keterangan adal ah Jaksa, naka harus
di sebut kan nama tersangka sebab-sebab keterangan dim nta dan
hubungan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan
ket er angan- ket er angan yang di m nt a.

Pasal 4.

Hal - hal yang belum diatur atau yang perlu diatur guna pel aksanaan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan ol eh
Ment eri Keuangan.

Pasal 5.

Semua Undang-undang atau peraturan-peraturan yang bertentangan
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini tidak
ber | aku.

Pasal 6.

(1) Barangsiapa bertentangan dengan peraturan ini nemaksa bank
unt uk nenberi kan ket erangan-keterangan sebagai mana ter naksud
pada pasal 2 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman penjara
sel ama- | amanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya dua
ratus |lima pul uh ribu rupiah.

(2) Anggota Direksi atau pegawai bank yang nenberi kan keterangan-
keterangan tentang hal-hal yang harus dirahasi akan, dihukum
dengan hukuman penjara selama-lanmanya satu tahun atau denda
setinggi-tingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.



(3) Anggota Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak
nmenberi kan ket erangan-ket erangan yang waji b diberinya nenurut
pasal 3 peraturan ini, dihukum dan hukuman penjara sel anma-
| amanya enam bul an atau denda setinggi-tingginya dua ratus
[ima puluh ribu rupiah.

(4) Tindak pidana tersebut pada pasal ini dianggap sebaga
kej ahat an.

Pasal 7.

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dapat di namakan
"Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Rahasi a Bank"
dan nul ai berl aku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.

Pej abat Presiden
Republ i k I ndonesi a,

ttd
DJ UANDA.
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Menteri Kehaki man,
ttd
SAHARDI O
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PENMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1960
TENTANG
RAHASI A BANK.
UMUM

Rahasi a bank di negara-negara |iberal dianggap sebagai suatu
kel azi man dan berpokok pangkal pada pengertian bahwa hak
m | i k perseorangan harus nendapat perlindungan yang
senpur na.

Dengan pokok pikiran dem kian itu maka hak m ik seseorang harus
di hormati sepenuhnya ol eh si apaun juga, juga ol eh Negara.

Akan tetapi sejak akhir abad 19 dan |ebih-Iebi h dal am abad 20 in
terjadi banyak perubahan terhadap al am pi ki ran yang sangat



i beral itu. Faham bahwa hak mlik seseorang harus

di pertahankan secara nmutl ak, dilepaskan dan untuk
kepentingan unmum at au kepenti ngan Negara, hak mlik

per seorangan itu dapat dibatasi. Mika juga rahasia bank yang
mul a- nul a di pertahankan secara nutl ak, kenudian jika

kepenti ngan Negara nenghendaki, terpaksa dilepaskan. Hal in
nanpak m sal nya untuk keperl uan penetapan paj ak

Yang di maksudkan dengan rahasi a bank adal ah segal a sesuatu
ber hubung dengan | angganan bank yang perlu dirahasi akan.

I ni adal ah untuk kepentingan bank sendiri yang nenerl| ukan
kepercayaan dari masyar akat yang nmenar uh uangnya di bank.
Orang- orang hanya akan nenper cayakan uangnya pada bank
apabil a dari bank ada jam nan bahwa pengetahuan bank tentang
si mpanan- si npanan yang ada di bawah penguasaannya ti dak akan
di sal ah- gunakan.

A eh karena pengertian tentang rahasia bank itu pada hakekat nya
di t ent ukan ol eh kebi asaan yang hi dup dal am kal angan
per bankan yang di anggap sebagai conditio sine qua non bagi
per kenmbangan yang sehat dari perbankan, maka tak perl ul ah
di t egaskan secara terperinci apa yang di maksudkan dengan
rahasi a bank tersebut. Dal am Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini diberi ketegasan bahwa bank harus nemegang
t eguh rahasi a bank.

Wal aupun dem ki an, untuk kepentingan unmum dan Negara terutama
unt uk keperluan penetapan paj ak dapat di adakan pengecual i an
t er hadap ketentuan tersebut, hal mana ditegaskan pada pasal
3.

A eh sebab itu perlu di adakan penertiban sekitar rahasia bank,
terutanma terhadap tindakan-tindakan petugas-petugas Negara
yang menyanpi ngkan rahasi a bank agar orang-orang nenyi npan
uangnya di bank tidak kuatir, bahwa sinpanannya di bank itu
akan di sal ahgunakan ol eh fihak ketiga. Dengan adanya
ket entuan dan penerti ban sekitar rahasia bank itu
mudah- nudahan masyar akat akan nerasa | ebi h | ega akan
bert anbah banyak jam nan hukummya untuk nenyi npan uangnya
di bank tanpa batas, hal mana akan neni nbul kan iklim baru
unt uk nmenberi pengaruh bai k terhadap perkenmbangan ekonom
dan noneter pada unummya.

Ber hubung keadaan nenmaksa nmaka tentang penerti ban sekitar rahasia
bank tersebut diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.
Cukup j el as.
Pasal 2.

Dengan | angganan bank di maksudkan orangorang yang nenper cayakan



uangnya pada bank, unpamanya nenpunyai rekening pada bank
ataupun nengi ri m uang dengan perantaraan bank, nenerima cek,
bunga dari bank, dan |ain sebagai nya, pendeknya senua orang
yang nmenerima, nmenbayar atau nenitipkan uangnya pada bank
sebagai aki bat dari pel aksanaan tugas sehari-hari dari bank.
Ket ent uan dal am pasal ini di maksudkan agar orang-orang yang
menyi npan uangnya pada bank tidak usah kuatir bahwa tentang
rekeni ng banknya akan di sal ah- gunakan.

Dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
Pemeri ntah tidak bermaksud nenghenti kan berl| akunya Per at ur an
Peneri ntah Nonor 1 tahun 1955 (Lenbaran-Negara 1955 Nonor 2,
Tanmbahan Lenbar an- Negara Nonor 746) tentang pengawasan
t erhadap urusan kredit.

Di dal am peraturan itu di antaranya di sebut bahwa kepada Bank
I ndonesi a atas nama Dewan Mboneter diberi kuasa guna
kepentingan solvavilitet dan likw ditet, untuk nel akukan
pengawasan terhadap badan-badan kredit sebagai mana di sebut
pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Penerintah tersebut.

Pasal 3.

Sudah sel ayaknya bahwa untuk keperluan penetapan pajak bank wajib
menberi ket erangan-keterangan pul a kepada pej abat dari
Jawat an Paj ak dengan izin dari Menteri Keuangan, asal dinuat
nama waj i b paj ak yang di kehendaki ket erangannya.

Dem ki an pul a adal ah sel ayaknya apabil a unt uk keperluan peradil an
bank dapat di waji bkan nmenberi ket erangan-keterangan kepada
Haki nl Jaksa dengan izin dari Menteri Pertamn, dengan
pengerti an bahwa Jaksa yang nenerl| ukan keterangan itu harus
menyebut kan nama t ersangka, sebab-sebab keterangan itu
di m nta dan hubungan antara perkara pi dana yang ber sangkut an
dengan ket erangan- ket erangan yang di m nta.

Pasal 4.
Cukup j el as.
Pasal 5.

Pasal ini nenberi ketegasan bahwa ketentuan-ketentuan dal am
segal a peraturan Negara, diantaranya juga dal am Hukum Acar a
Pi dana, tidak berl aku, jikal au bertentangan dengan ket entuan
dal am Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni .

Pasal 6 dan 7.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG



Sunber: LN 1960/ 71; TLN Nonor 2010



